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ertumbuhan era digital yang semakin 
pesat secara tak langsung akan menggerus 
industri konvensional yang tidak berusaha 
bertransformasi mengikuti perkembangan 
zaman. Contoh nyata adalah tutupnya 
beberapa majalah besar di Indonesia yang tak kuat 
menghadapi “tekanan” era digital.
Karena itulah, Ombudsman Republik Indonesia 
dengan sangat bangga meluncurkan majalah 
elektronik perdana ini yang bisa dibaca dan diunduh 
secara gratis oleh masyarakat. Majalah elektronik 
ini memiliki dua fungsi bagi Ombudsman, yakni 
secara internal dan eksternal. Secara internal, kami 
ingin menggerakkan Insan Ombudsman di seluruh 
Indonesia untuk aktif menulis sekaligus melaporkan 
kegiatan mereka, terutama untuk Insan Ombudsman 
yang berada di Kantor Perwakilan.
Fungsi yang kedua tidak terlepas dari peran 
Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan 
publik. Melalui majalah elektronik ini, kami ingin 
mengedukasi masyarakat mengenai berbagai pelayanan 
publik yang bisa dilaporkan kepada Ombudsman 
RI untuk ditindaklanjuti. Selain itu, melalui majalah 
elektronik ini Ombudsman RI ingin meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan 
publik yang ada di seluruh Indonesia.
Semoga ke depannya majalah elektronik ini juga 
berfungsi sebagai pengawas bagi seluruh penyedia 
layanan publik, termasuk Ombudsman RI, agar dapat 








Johar W. Marpaung 
Maharandy F. Monoarfa
Desain Grafis


















Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 
Jakarta12920 | Tel. (021) 52960894-












Deseminasi Hasil Kajian 
Cepat (Rapid Assessment) 
tentang pelayanan Sertifikat 
Laik Operasi oleh Lembaga 
Inspeksi Teknik pada 4 
September 2017. Acara 
yang diselenggarakan 
di Hotel Odua Weston, 
Jambi, itu berhasil 
mengidentifikasi praktik 
mal-administrasi dalam 
pelayanan Sertifikat Laik 
Operasi (SLO) listrik kepada 
masyarakat di Provinsi Jambi. 
Maladministrasi itu berupa 
penyimpangan prosedur, 
penundaan berlarut, dan 
pungutan liar. 
Shopian Hadi, Asisten 
Ombudsman RI, mengatakan, 
“Penyimpangan prosedur 
terjadi dalam bentuk 
tidak tersedianya standar 
pelayanan publik, kantor 
Lembaga Inspeksi Teknik 
Tegangan Rendah (LIT TR) 
yang tidak layak, hingga 
penyambungan listrik baru 
dengan cara satu paket KwH 
Meter, pemasangan instalasi, 
hingga pengurusan SLO.”
Sementara itu, untuk 
penundaan berlarut terjadi 
karena masyarakat belum 
mengetahui standar waktu 
pelayanan penerbitan 
SLO. Harusnya, penerbitan 
SLO selesai dalam lima 
hari apabila berkas sudah 
lengkap.
“Sedangkan pungli terjadi 
karena ada warga yang 
membayar lebih dari tarif,” 
ujar Shopian. 




melakukan sambungan baru 
dalam bentuk satu paket 
pengurusan KwH meter, 
pemasangan instalasi, dan 
pengurusan SLO dengan 
petugas yang sama. Pungli 
terjadi karena tidak seluruh 
warga mengetahui biaya 
pengurusan SLO sehingga 
membayar sesuai permintaan 
petugas. 
Ombudsman juga 
menyoroti tarif SLO yang 
ditetapkan oleh pemerintah 
tidak melalui persetujuan 
DPR sehingga berpotensi 
pungutan liar. Saat ini, tarif 
ditetapkan oleh Kementerian 
Energi Sumber Daya Mineral 
yang berpotensi merugikan 
negara. Buruknya pelayanan 
SLO juga dipicu karena tidak 
adanya sarana pengaduan ke 
pihak LIT TR dan kurangnya 
perhatian pemerintah.
Ombudsman 
berkesimpulan Sertifikat Laik 
Operasi yang dikeluarkan 
oleh LIT TR merupakan 
pelayanan administratif 
yang diwajibkan oleh 
Ombudsman 
Temukan Maladministrasi 
Pelayanan SLO di Jambi






program baru yang 
bertujuan agar dapat 
lebih baik lagi melayani publik, 






lembaga pengawas layanan 
publik kepada masyarakat. 
Dengan adanya Ombudsman, 
masyarakat bisa lebih aktif 
melaporkan penyimpangan 
pelayanan publik yang dilakukan 
oleh lembaga pemerintah atau 






pemerintah. Namun, dalam 
pelaksanaannya belum 
memenuhi standar pelayanan 
publik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. 
Dari hasil penelitian 
tersebut, Ombudsman 
menyarankan empat hal 
yang harus dilakukan oleh 
pemerintah. Pertama, 
menerbitkan Peraturan 
Pemerintah dan Peraturan 
Presiden untuk menerapkan 
SLO dengan memerhatikan 
kepentingan nasional secara 
menyeluruh sehingga tidak 
membebani masyarakat 
sebagaimana putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
58/PUU-XII/2014 tanggal 22 
September 2015. 
Kedua, Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral perlu menetapkan 
Standar Pelayanan Bidang 
Kelistrikan agar standar 
pelayanan publik yang wajib 
dipenuhi Lembaga Inspeksi 
Teknik Tegangan Rendah 
(LIT TR) dalam menerbitkan 
Sertifikat Laik Operasi bisa 
terpenuhi.
Ketiga, pemerintah harus 
menetapkan tarif pelayanan 
Sertifikat Laik Operasi yang 
diajukan oleh pemerintah 
melalui Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
untuk dibahas bersama DPR. 
Keempat, PLN Area Jambi 
dan Lembaga Inspeksi Teknik 
Tegangan Rendah (LIT TR) 
perlu melakukan perbaikan 
pelayanan publik serta 
membuat kesepahaman dan 
mempercepat pelayanan satu 
pintu atau Gerai Daya untuk 
mempermudah pelayanan 
kepada masyarakat.
“Kami akan melakukan 
perbaikan pelayanan 
dan mengikuti ketentuan 
pemerintah terkait temuan 
Ombudsman, khususnya di 
Jambi,” kata Umar Irwan, 
General Manajer PLN 
Wilayah Jambi. 
Taufik Yasak, Kepala 
Perwakilan Ombudsman RI 
Provinsi Jambi, mengatakan, 
pemerintah harus segera 
bertindak untuk melindungi 
hak-hak masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan 
publik mengingat listrik 
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dan masyarakat pun tak 
perlu takut atau khawatir 
ketika menyampaikan 
laporan. Beberapa hal 
yang dapat dilaporkan 





wewenang, pelayanan tak 
patut, dan sebagainya.
Filosofi Ombudsman 
Mendengar adalah setiap 
menerima laporan dari 
masyarakat, Ombudsman 
selalu mendengar dengan 




masalah apa yang terjadi 
dan mencari solusi untuk 
menuntaskan aduan atau 
laporan tersebut.
Sementara itu, Parmas 
(Partisipasi Masyarakat) 
merupakan salah satu 
penerapan prinsip 
good governance di 
mana Parmas turut 
berpartisipasi dalam setiap 
penentuan kebijakan atau 
pengambil keputusan 
dari penyelenggara 
negara agar kebijakan 
tersebut nantinya dapat 
mengakomodir seluruh 
lapisan masyarakat.  
Tanpa Parmas, para 
penyelenggara negara 
atau layanan publik tidak 
mampu mengidentifikasi 
masalah yang dihadapi 
oleh publik secara utuh. 
Selain itu, melalui Parmas, 
masyarakat jadi terlibat 
sebagai pengawas 
eksternal penyelenggaraan 
pelayanan publik, tak 
hanya sebatas penonton. 
Peran Parmas ini juga 
menjadi penyeimbang 
kekuasaan antara negara 
(penguasa) dengan warga 
negara.
Bagi Ombudsman, 
keberadaan Parmas tak 
hanya penting untuk 
mendapat dukungan 
publik, tapi juga sangat 
berkontribusi pada dua 




cara pelaporan, serta 
meningkatkan kualitas 
pengaduan yang masuk 
sehingga pengaduan 
tidak berakhir ditolak 
atau ditutup sebab tidak 
terpenuhi syarat formal 
dan materiil. Kedua, 
dalam hal penyelesaian 
laporan, tercipta basis unit 
pengaduan masyarakat 
dan pendampingan 




Mendengar dan Parmas 
adalah paduan yang 
selaras untuk memaksimal-
kan fungsi pengawasan 
dan perbaikan pelay-
anan  publik sehingga 
tercipta kualitas pelay-



























publik sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, 
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pengawasan pelayanan publik 
dengan menyampaikan laporan 
atau pengaduan. Partisipasi 
masyarakat merupakan 
salah satu poin penunjang 
terlaksananya tugas, fungsi, 
dan kewenangan Ombudsman 
RI sebagai lembaga 
negara dalam mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan 
publik. Tanpa partisipasi 
masyarakat, dapat dipastikan 
bahwa pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan 
publik tidak akan optimal.
Karena itu, untuk 
memaksimalkan partisipasi 
masyarakat dalam melakukan 
pengawasan pelayanan publik, 
Ombudsman RI menggagas 
program Sahabat Ombudsman. 
Di Kalimantan Tengah, 
Ombudsman RI Perwakilan 
Kalimantan Tengah mencari 
nama yang cocok dalam 
menginisiasi program tersebut 
tanpa menghapus esensi dari 
program Sahabat Ombudsman 
itu sendiri, karena itu dipilihlah 
nama Pahari Ombudsman 
dengan memasukkan unsur 
budaya lokal setempat, yakni 
bahasa Dayak Ngaju. Dalam 
bahasa Dayak Ngaju, Pahari 
memiliki arti ‘Saudara’. 
Ombudsman RI Perwakilan 
Kalimantan Tengah telah 
menjaring sejumlah 
Pahari Ombudsman, baik 
dalam kegiatan Training 
of Trainer (TOT) maupun 
pertemuan berkala untuk 
Pahari Ombudsman. 
Pahari Ombudsman yang 
berfungsi dalam pencegahan 
maladministrasi diarahkan 
untuk membentuk kualitas 
pengaduan yang masuk agar 
Ombudsman sendiri telah 
dilakukan penyaringan 
sehingga didapatkan 
Pahari Ombudsman yang 
diharapkan ke depannya dapat 
menularkan virus “Berani 
Lapor” kepada masyarakat, 
setiap pengaduan yang masuk 
di Ombudsman RI Perwakilan 
Kalimantan Tengah tidak 
berakhir dengan ditutup atau 
ditolak hanya dikarenakan 
tidak memenuhi persyaratan 
yang tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan. Karena 
itu, diharapkan masyarakat 
telah mengetahui mekanisme 
dan persyaratan apa saja dalam 
melapor atau mengadu di 
Ombudsman RI.
Selain itu, Pahari 
Ombudsman dibentuk agar 
masyarakat dapat mengetahui 
dan memahami bagaimana 
melakukan pengawasan 
eksternal terhadap 
khususnya di Bumi Tambun 
Bungai. Pertemuan berkala 
dengan Pahari Ombudsman 
pun telah dilakukan, dan 
terakhir adalah kegiatan TOT 
yang kembali disaring dari 
Pahari Ombudsman yang 
nantinya akan diberikan 
kesempatan menjadi fasilitator 
dan presentator dalam 
pertemuan berkala kepada 
Pahari Ombudsman lainnya 
sehingga berfungsi juga dalam 
mengukur sampai sejauh 
mana pengetahuan Pahari 
Ombudsman mengetahui 
tentang Ombudsman RI dan 
pelayanan publik.
Pada kegiatan TOT 
penyelenggaraan pelayanan 
publik sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuan 
masyarakat dalam 
memengaruhi kebijakan dalam 
perbaikan pelayanan publik. 
Oleh karena itu, Pahari 
yang telah dilaksanakan, 
Pahari Ombudsman pun 
menyampaikan harapan 
dan kekhawatiran dari 
kegiatan yang selama ini 
telah dilakukan. Harapan dari 
Pahari Ombudsman secara 
garis besar adalah kegiatan 
ini sangat positif karena dapat 
menambah pengetahuan 
Pahari Ombudsman mengenai 
tugas, fungsi, dan wewenang 
Ombudsman RI serta 
memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat bahwa 
masyarakat pun juga memiliki 
hak dan tugas dalam 
melakukan pengawasan 
pelayanan publik, dan juga 
membangun kekompakan dan 
berbagi informasi antar Pahari 
Ombudsman. 
Sementara itu, kekhawatiran 
yang muncul adalah 
kegiatan ini hanya berupa 
kegiatan seremonial biasa 
tanpa arah yang jelas, serta 
dikhawatirkan kegiatan 
Pahari Ombudsman hanya 
berupa agenda sementara 
tidak berkesinambungan dan 
tidak berkelanjutan di waktu 
yang akan datang, sebab 
membentuk suatu komunitas 
Pahari Ombudsman cenderung 
lebih mudah dibandingkan 
mempertahankan komunitas 
Pahari Ombudsman itu sendiri. 
Perlu dipikirkan bersama, 
bagaimana langkah ke depan 
dalam menjaga kekompakan 
Pahari Ombudsman dan 
bagaimana program Pahari 
Ombudsman akan terus 
berlanjut di masa yang akan 
datang, khususnya di Bumi 
Tambun Bungai. Salam Pahari 
Ombudsman! l
Partisipasi masyarakat merupakan salah 
satu poin penunjang terlaksananya tugas, 
fungsi, dan kewenangan Ombudsman RI 
sebagai lembaga negara dalam mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik.
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komite dari salah 
satu sekolah 
menengah di Kota 
Banjarmasin mendatangi 
Ombudsman RI Perwakilan 
Kalimantan Selatan. Mereka 
bermaksud menanyakan 
kebijakan terkait penarikan 
sumbangan kepada semua 
orang tua siswa, dan diklaim 
sudah mendapat persetujuan 
semua pihak. Tak tanggung-
tanggung, jumlahnya 
mencapai jutaan rupiah. 
Akan tetapi, ketika 
Ombudsman membaca 
hasil kesepakatan dimaksud, 
ada yang terasa janggal, 
di mana dalam hasil 
kesepakatan sumbangan 
tersebut telah ditentukan 
nilai sumbangannya, dibatasi 
waktu, dan bersifat mengikat. 
Ombudsman melihat bahwa 
hal tersebut memiliki potensi 
maladministrasi apabila 
kesepakatan tersebut tetap 
diberlakukan tanpa mengacu 
kepada dasar hukum yang 
jelas serta prosedur yang 
tepat. Maka, bisa dikatakan 
bahwa hal tersebut termasuk 
dalam kategori “Pungli 
berbaju sumbangan” atau 
perbuatan maladministrasi.
Padahal, dalam 
Permendikbud No. 75 Tahun 
2016 tentang Komite Sekolah 
pada pasal 1 ayat 4 dan 
5 secara tegas dijelaskan 
mengambil keputusan 
atau tindakan melebihi 
kedudukan, tugas, dan fungsi 
komite sekolah.”
Karena itu, Ombudsman 
mendorong masyarakat/
orang tua siswa atau peserta 
didik turut berpartisipasi 
dalam membangun 
pendidikan. Apalagi, 
pendidikan adalah urusan 
yang sangat penting, dan 
pemerintah terkadang 
tidak bisa menanggung 
sepenuhnya beban yang 
berat ini.
Dalam Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2013 
tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 46 memberi 
ruang kepada seluruh 
bahwa yang dimaksud 
dengan “pungutan” adalah 
penarikan uang yang sifatnya 
wajib atau mengikat dan 
jumlah serta waktunya 
ditentukan. Sementara 
itu, sumbangan adalah 
pemberian berupa barang, 
uang, atau jasa secara 
sukarela dan tidak mengikat.
Sanksinya pun tegas 
disampaikan pada Pasal 12, 
bahwa “Komite Sekolah, 
baik perseorangan maupun 
kolektif, dilarang: a. menjual 
buku pelajaran, bahan ajar, 
perlengkapan bahan ajar, 
pakaian seragam, atau bahan 
pakaian seragam di sekolah; 
b. melakukan pungutan dari 
peserta didik atau orang 
komponen masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam 
pendanaan pembangunan 
pendidikan, tapi tetap 
mengacu pada ketentuan 
hukum dan perundangan 
yang berlaku.
Hasil investigasi 
Ombudsman selama tiga 
tahun terakhir terhadap 
laporan pungutan di bidang 
pendidikan sebagian 
besar terjadi pada proses 
penerimaan peserta didik 
baru atau pada saat kenaikan 
jenjang sekolah dan 
mutasi/perpindahan siswa. 
Modusnya pun beragam, 
mulai dari mengakomodir 
kepentingan kepala sekolah 
semata atau segelintir 
orangtua yang terkategori 
mampu dan memaksa orang 
tua yang tidak mampu 
untuk membayar sejumlah 
pungutan yang sama.
Ada lima temuan 
Ombudsman terkait dunia 
pendidikan. Pertama, 
komite sekolah diisi oleh 
“orang pilihan” sekolah 
sehingga bisa disetir untuk 
kepentingan pribadi. Kedua, 
kepala sekolah hanya bisa 
menyampaikan kebutuhan 
dan kekurangan sekolah 
saja, lalu meminta orang tua/
wali siswa menanggungnya 
tanpa pernah melakukan 
analisis kebutuhan atau 
menyampaikan kepada 
pemerintah atau Dinas 
Pendidikan. Ketiga, terjadinya 
tua/walinya; c. mencederai 
integritas evaluasi hasil 
belajar peserta didik secara 
langsung atau tidak langsung; 
d. mencederai integritas 
seleksi penerimaan peserta 
didik baru secara langsung 
atau tidak langsung; e. 
melaksanakan kegiatan lain 
yang mencederai integritas 
sekolah secara langsung atau 
tidak langsung; f. mengambil 
atau menyiasati keuntungan 
ekonomi dari pelaksanaan 
kedudukan, tugas dan 
fungsi komite sekolah; g. 
memanfaatkan aset sekolah 
untuk kepentingan pribadi/
kelompok; h. melakukan 
kegiatan politik praktis 
di sekolah; dan/atau i. 
permainan prestise antar-
oknum Kepala Sekolah 
untuk membuat sekolah 
“mentereng” dengan 
fasilitas tanpa peduli 
melakukan pungutan yang 
memberatkan. Keempat, ada 
sekolah yang memberikan 
target dana yang harus 
didapat tapi tak pernah 
menyampaikan transparansi 
penggunaan dana tersebut. 
Kelima, SDM yang lemah 
dalam administrasi 
pengelolaan keuangan 
sekolah, termasuk dana BOS. 
Dari temuan tersebut, 
akhirnya terjadi 
ketidakseimbangan dan 
ketidakadilan, di mana 
masyarakat/orang tua siswa, 
terutama yang tidak mampu, 
dihadapkan pada tekanan 
yang akhirnya terpaksa/rela 
dipungut demi sekolah anak-
anak mereka. Padahal, tujuan 
pendidikan bukan berbicara 
uang atau kebutuhan fisik 
semata, tetapi membangun 
akhlak, mental positif, adab, 
kejujuran, dan taat aturan. 
Karena itu, memaksa 
orang tua yang tidak mampu 
untuk menyumbang bukan 
lagi disebut dengan sumban-
gan, tapi paksaan. Ombuds-
man berharap Dinas Pen-
didikan tidak tinggal diam, 
tapi benar-benar menjadi 
pembina sekaligus pengawas 
seluruh sekolah di bawah 
kewenangannya untuk kuat 
mengayomi dan tegas mem-
beri sanksi agar tidak terjadi 
lagi pungutan berjubah sum-
bangan. Atau lebih memilih 
petugas Saber Pungli ber-
aksi? Semoga tidak.l












banyak daerah di Indonesia 
yang tertinggal fasilitas 
dan pelayanan publiknya, 
salah satunya adalah di 
Dusun Pengkalen Batu, 
Desa Ranggung, Kecamatan 
Payung, Kabupaten Bangka 
Selatan, Provinsi Bangka 
Belitung. Dusun Pengkalen 
Batu hanya bisa diakses 
melalui sungai sepanjang 
satu kilometer dari Desa 
Ranggung. Dari sungai, 
perjalanan dilanjutkan melalui 
jalan setapak sepanjang satu 
kilometer.
Saparudin, Kepala Desa 
Ranggung, mengatakan, 
di Dusun Pengkalen Batu 
terdapat 120 warga, dengan 
40 kepala keluarga mendiami 
30 rumah panggung dari 
papan. Dari 120 warga itu, 
baru 10 orang yang memiliki 
BPJS Kesehatan, dan 
hanya delapan anak yang 
bersekolah. Ke-8 anak itu 
bersekolah di Sekolah Dasar 
Negeri 12 Desa Ranggung.
Dusun Pengkalen Batu 
saat ini belum memiliki 
fasilitas kesehatan, hanya 
Perwakilan Jumli Jamaluddin 
melakukan kunjungan dan 
pemantauan secara langsung 
pada 21 Agustus 2017 
untuk melakukan inventarisir 
pelayanan publiknya. 
Di akhir kunjungan, Tim 
Ombudsman RI Babel 
sempat memberikan 
bantuan berupa buku 
tulis, buku gambar, dan 
peralatan tulis kepada 
ada petugas dari puskesmas 
dan Rumah Sehat Baznas 
yang datang satu kali dalam 
sebulan. Untuk keadaan 
darurat, maka mereka 
harus ke Puskesmas Desa 
Ranggung menggunakan 
perahu. Pemakaman umum 
pun hanya tersedia di Desa 
Ranggung, dan jenazah 
harus dibawa menggunakan 
perahu. Apabila sedang 
musim kemarau, air di 
sungai akan surut sehingga 
perahu tidak bisa didayung, 
melainkan harus ditarik atau 
didorong di atas lumpur.
Selain itu, di dusun 
ini fasilitas listrik tersedia 
menggunakan diesel yang 
hanya beroperasi dari jam 
18.00 hingga 22.00. Ada pula 
listrik yang menggunakan 
tenaga matahari, yang 
diberikan oleh Dinas Sosial 
Pemkab Bangka Selatan dan 
Pemprov Bangka Belitung.
Masyarakat Dusun 
Pengkalen Batu berharap 
kepada pemerintah agar di 
dusun tersebut dibangun 
pelayanan publik yang 
memadai, di antaranya 
sekolah darurat bagi anak-
anak, puskesmas pembantu 
(pustu), sumur galian 
sebagai sumber air bersih, 
delapan orang anak yang 
bersekolah. Hasil investigasi 
dari Tim Ombudsman 
tersebut akan disampaikan 
kepada pemerintah, baik 
Pemerintah Kabupaten 
Bangka Selatan maupun 
Pemerintah Provinsi Bangka 
Belitung. Ombudsman 
RI Babel akan berupaya 
mendorong pemerintah 
terkait dan berharap agar 
dibangunnya jamban, akses 
jalan darurat dan jembatan 
darurat sebagai akses ke 
Desa Ranggung, dan bantuan 
perahu mesin untuk menuju 
ke Desa Ranggung.
Minimnya fasilitas di Dusun 
Pengkalen Batu ini terungkap 
setelah tim Ombudsman 
Republik Indonesia 
Perwakilan Bangka Belitung 
yang dipimpin oleh Kepala 
pemerintah terkait berupaya 
menindaklanjutinya. 
Berkenaan dengan hasil 
investigasi Tim Ombudsman 
RI Babel, Pemkab Bangka 
Selatan dan Pemprov 
Bangka Belitung sudah 
menyusun rencana untuk 
meningkatkan pelayanan 
publik di dusun tersebut, 
antara lain mendatangkan 
guru dari Desa Ranggung 
setiap hari agar bisa 
melaksanakan kegiatan 
belajar, setiap seminggu 
sekali mendatangkan petugas 
kesehatan dari Puskesmas 
Payung, perencanaan 
anggaran pembuatan sumur 
dan MCK di setiap rumah, 
pembangunan pelabuhan 
tapak batu, pembangunan 
musala, dan peningkatan 
jalan setapak dari pelabuhan 
tapak batu menuju Dusun 
Pengkalen Batu.l
Minimnya  Fasilitas & 
Pelayanan Publik 
di Dusun Pengkalen Batu








investigasi oleh Ombudsman 
adalah soal pelayanan 
pertanahan, khususnya 
pelayanan SPPFBT (Surat 
Pernyataan Penguasaan 
Fisik Bidang Tanah). Dalam 
tujuh tahun terakhir, 
di Kalimantan Selatan, 
jumlah laporan keluhan 
masyarakat mengenai 
layanan pertanahan menjadi 
yang kelima terbanyak 
setelah sektor pendidikan, 
pemerintah daerah, 
kepolisian, dan infrastruktur. 
Benang kusut layanan 
pertanahan ini juga terjadi di 
sebagian besar perwakilan 
Ombudsman di Indonesia, 
termasuk secara nasional.
Surat Pernyataan 
Penguasaan Fisik Bidang 
Tanah, yang juga dikenal oleh 
masyarakat dengan sebutan 
segel, sporadik, SKT, SKKT, 
dan sebagainya, biasanya 
diurus di kantor kelurahan, 
kecamatan, maupun di 
kantor kepala desa. Dari 
empat kabupaten/kota yang 
dijadikan sampel investigasi, 
yakni Kota Banjarmasin, 
Banjarbaru, Kabupaten 
Banjar, dan Kabupaten 
Tanah Laut, tim Ombudsman 
memerhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan 
masyarakat, dan kondisi 
lingkungan. 
Atas temuan tersebut, 
Ombudsman Kalimantan 
Selatan telah melakukan 
telaah, analisis, dan juga 
memberikan saran perbaikan, 
salah satunya menyarankan 
untuk menghapus 
persyaratan SPPFBT yang 
harus diregistrasi oleh 
kelurahan/desa dalam hal 
pendaftaran tanah secara 
sporadik sebagaimana 
diatur dalam Pasal 76 ayat 
(3) huruf b Permen Agraria/
Kepala BPN No. 3 Tahun 
1997 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 




Pernyataan Penguasaan Fisik 
Bidang Tanah sejatinya dibuat 
oleh masyarakat. Apabila 
dalam hal bukti kepemilikan 
tanah masyarakat tidak 
lengkap atau tidak ada sama 
sekali, maka dapat dilengkapi 
dan dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan Tertulis Tentang 
Penguasaan Fisik Bidang 
Tanah (SPPFBT), yang dibuat 
dengan iktikad baik oleh 
yang bersangkutan dan 
disaksikan oleh dua orang 
saksi yang tidak mempunyai 
hubungan keluarga. Oleh 
karena itu, registrasi atau 
tanda tangan pada SPPFBT 
dari kantor kelurahan/desa 
tidak dibutuhkan lagi. Hal 
ini juga bertujuan untuk 
memangkas alur birokrasi 
yang ditempuh oleh 
masyarakat yang selama 
ini sering terhambat dan 
terlambat. Selain itu, apabila 
di kemudian hari terbukti 
ada unsur ketidakbenaran 
dalam pernyataannya, maka 
sertifikat dapat dibatalkan 
dan pelaku dapat diproses 
secara hukum.
Selain itu, persyaratan 
adanya tanda tangan 
mengetahui pada SPPFBT 
dari lurah/kepala desa 
dalam proses Pendaftaran 
Tanah Secara Sistematis 
Lengkap (PTSL) sudah tidak 
diperlukan lagi. Hal ini 
sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Agraria 
Dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional 
RI No. 35 Tahun 2016 
juncto Peraturan Menteri 
Agraria Dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan 
Nasional RI No. 1 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional 
No. 35 tahun 2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan 
Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap.
Karena itu, seharusnya 
penghapusan persyaratan 
SPPFBT yang harus diregistrasi 
oleh lurah/kepala desa juga 
dapat diterapkan pada 
pendaftaran tanah secara 
sporadik. Hal ini bertujuan 
untuk menciptakan prosedur 
pelayanan yang efisiensi, 
cepat, mudah, dan murah 
sehingga ke depannya 
tercipta layanan percepatan 
pelaksanaan pendaftaran 
tanah yang sederhana, 
cepat, serta lancar tanpa ada 
hambatan dari kelurahan/desa, 
apalagi pungli yang selalu 
melekat dan menjadi “duri” 
pada layanan ini.l





uang dalam pelayanan 
registrasi Surat Pernyataan 
Penguasaan Fisik Bidang 
Tanah di kabupaten/kota 
kelurahan/kantor desa. Hal itu 
biasanya terjadi saat petugas 
melakukan pengukuran 
tanah di lapangan. Pola 
kutipan biaya tergantung 
kesepakatan antara 
masyarakat dengan petugas 
kelurahan/desa. Faktor 
penyebabnya adalah tidak 
ada regulasi yang mengatur 
mengenai tarif layanan 
registrasi SPPFBT.
Kedua, terjadinya 
penundaan berlarut dalam 
pelayanan Registrasi Surat 
Pernyataan Penguasaan Fisik 
Bidang Tanah di kelurahan/
kantor desa yang dijadikan 
sampel. Penundaan ini tidak 
memiliki kepastian jangka 
waktu penyelesaian, yang 
umumnya disebabkan tidak 
adanya standar pelayanan 
yang disusun dan dijadikan 
acuan bagi kelurahan/desa 
dalam memberikan layanan 
registrasi SPPFBT. Selain itu, 
tidak ada sanksi administratif 
bagi kelurahan/desa apabila 
proses pelayanan registrasi 
SPPFBT melampaui batas 




karena tidak ada regulasi 
baku yang mengatur 
mengenai mekanisme 
pelayanan. Hal tersebut 
berdampak pada 
maladminsitrasi pada proses 
pembuatan SPPFBT.
Keempat, adanya indikasi 
kuat terjadi penyalahgunaan 
wewenang oleh aparatur 
desa dengan cara 
menyisihkan biaya yang 
dikutip dari masyarakat dalam 
pelayanan registrasi SPPFBT 
untuk pemasukan kas desa. 
Selain itu, aparatur desa 
juga melakukan pengabaian 
kewajiban sebagaimana 
amanat Pasal 20 Undang-
Undang No. 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan 
Publik, yang mewajibkan 
penyelenggara layanan untuk 
menyusun dan menetapkan 
















Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan dalam Pasal 1 
angka 5, disebutkan bahwa 
kelurahan adalah wilayah 
kerja lurah sebagai perangkat 
daerah kabupaten/
kota dalam wilayah kerja 
kecamatan. Kelurahan 
merupakan perpanjangan 
tangan dari kecamatan dalam 
membantu memberikan 
pelayanan kepada 
masyarakat sehingga menjadi 
lebih efektif dan efisien. 
Menurut Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan, 
bahwa dalam menjalankan 
kewenangannya, seorang 
pejabat pemerintahan, 
selama 27 tahun (1990-
2017). Tahun demi tahun 
berganti, begitu pula lurah 
yang ditugaskan di daerah 
tersebut, tetapi setiap lurah 
tidak mau memberikan tanda 
tangan. Bahkan, pelapor 
telah sampai pada pihak 
kecamatan, tetapi tetap tidak 
mendapatkan pelayanan. Hal 
inilah yang membuat pelapor 
merasa hampir putus asa.
Dalam prosesnya, 
diketahui juga bahwa selama 
ini lurah telah dicegah oleh 
pihak yang mengklaim 
tersebut melalui surat dan 
keluarganya. Hal inilah 
yang menjadi alasan utama 
mengapa lurah tidak ingin 
memberikan legalisasi 
terhadap Sporadik pelapor. 
Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan telah 
termasuk lurah, wajib 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan 
Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik (AUPB), termasuk 
dalam proses pengambilan 
keputusan/tindakan dalam 
rangka memenuhi kewajiban 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Salah satu contohnya 
adalah laporan masyarakat 
tentang lurah di Kota 
Makassar yang diduga 
melakukan tindakan 
maladministrasi berupa 
penundaan berlarut terkait 
pemberian pengesahan 
berupa tanda tangan Surat 
Pernyataan Penguasaan 
Fisik Tanah (Sporadik). 
Setelah memeriksa syarat 
formil dan materiil laporan, 
Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan menerima 
laporan tersebut. 
Bentuk tindak lanjut 
melaksanakan konsiliasi 
antara Lurah, Ketua RW, 
Ketua RT setempat, dan 
pelapor sebagai upaya 
penyelesaian laporan. Pasca-
konsiliasi tersebut, akhirnya 
lurah mengerti akan posisinya 
sebagai pejabat pemerintah, 
dan berdasarkan fakta hukum 
yang ada lurah bersedia 
memberikan pelayanan 
berupa tanda tangan 
terhadap Sporadik pelapor.   
Dari contoh tersebut, 
kita ketahui bahwa posisi 
lurah tadi adalah sangat 
mengedepankan prinsip 
hati-hati dalam mengambil 
keputusan ditambah rasa 
takut karena menerima 
pencegahan dari masyarakat 
lainnya. Akan tetapi, prinsip 
hati-hati tersebut tidak boleh 
mengesampingkan fakta 
hukum yang ada, apalagi 
berupa Putusan Pengadilan 
yang telah berkekuatan 
hukum tetap (inkracht van 
wijdgsde). 
Di sinilah peran dari 
asas kecermatan, yang 
mengandung arti bahwa 
suatu keputusan dan/atau 
tindakan harus didasarkan 
pada informasi dan 
dokumen yang lengkap 
untuk mendukung legalitas 
penetapan dan/atau 
pelaksanaan keputusan dan/
atau tindakan sehingga 
awal yang dilakukan adalah 
pemeriksaan dokumen. 
Pelapor memiliki dokumen 
berupa putusan dari 
Pengadilan Negeri Ujung 
Pandang Tahun 1985 hingga 
putusan Peninjauan Kembali 
(PK) dari Mahkamah Agung 
di Tahun 1990 tentang 
status hak atas tanah dan 
bangunan yang menjadi 
substansi laporan. Kemudian, 
Ombudsman memanggil 
lurah yang bersangkutan 
guna melakukan klarifikasi. 
Hasilnya, ditemukan bahwa 
lurah tidak memberikan 
tanda tangan karena ada 
pihak lain yang mengklaim 
obyek yang dimintakan 
Sporadik oleh pelapor. 
Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan pun 
melakukan pendalaman 
kasus, dan mendapatkan 
hasil bahwa obyek yang 
dimiliki pelapor dan pihak 
lain yang melakukan klaim 
adalah berbeda lokasi 
berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap 
sebagai dasar hukum 
sehingga klaim pihak lain 
tersebut adalah tidak tepat 
dan tidak berdasar.
Sejak memiliki putusan PK 
Mahkamah Agung, pelapor 
telah berusaha meminta 
pengesahan lurah tersebut 
keputusan dan/atau 
tindakan yang bersangkutan 
dipersiapkan dengan cermat 
sebelum keputusan dan/atau 
tindakan tersebut ditetapkan 
dan/atau dilakukan.
Eksistensi lurah sebagai 
kepala kelurahan sangat 
dibutuhkan sebagai wujud 
kehadiran pemerintah dalam 
memberikan pelayanan 
publik. Oleh karena itu, 





Saran konstruktif yang 
ingin disampaikan adalah 
seorang lurah harus berhati-
hati dalam mengambil 
keputusan dengan penuh 
kecermatan dan ketelitian 
sehingga keputusan 
yang diambil dapat 
dipertanggungjawabkan, 
sesuai peraturan perundang-
undangan dan tidak 
merugikan masyarakat agar 
tidak ada lagi masyarakat 
yang tertunda mendapatkan 
pelayanan hanya karena 
ketidakcermatan seorang 
pejabat pemerintah.   
Pelapor merasa sangat 
bersyukur atas bantuan 
Ombudsman RI Sulawesi 
Selatan karena pelapor 
sempat merasa sangat 
kecewa dan hampir putus asa 
selama 27 tahun ini. Pelapor 
yang juga masyarakat 
berharap agar ke depan tidak 
ada lagi masyarakat yang 
mengalami hal yang sama 
dengan dirinya.l
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3 orang siswa yang diminta 
untuk mengembalikan dana 
BSM-PIP,” kata Musasofyan. 
Program BSM-PIP 
berdasarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 
2016 Tentang Program 
Indonesia Pintar adalah 
bantuan berupa uang 
tunai dari pemerintah yang 
diberikan kepada peserta 
didik yang orang tuanya tidak 
dan/atau kurang mampu 
membiayai pendidikannya. 
Program ini bertujuan untuk 
menghilangkan halangan 
siswa miskin berpartisipasi 
untuk bersekolah. 
Dengan membantu siswa 
miskin memperoleh akses 
pelayanan pendidikan yang 
layak, mencegah putus 
sekolah, menarik siswa miskin 
untuk kembali sekolah, 
membantu memenuhi 
kebutuhan dalam kegiatan 
pembelajaran, mendukung 
program wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan 
tahun serta membantu 
kelancaran program sekolah. 
Dana BSM-PIP diberikan 
kepada siswa SMA sebesar 
Rp 500.000 per semester 
atau Rp 1.000.000 per tahun. 
Dalam aturan penyaluran 
BSM-PIP memang dijelaskan 
bahwa terdapat beberapa 
alasan yang membatalkan 
pemberian BSM-PIP di 
antaranya adalah berhenti 
sekolah, menerima beasiswa 
dari instansi/sumber lain, 
telah didakwa dan terbukti 
melakukan tindakan kriminal, 







mengelola anggaran Sekolah 
Negeri Satu Atap (Satap) 
SD, SMP, dan SMA  Gunung 
Sari yang diterbitkan sebuah 
lagi masuk dalam kriteria 
siswa miskin. Akan tetapi 
tidak ada aturan khusus 
untuk mengembalikan uang 
bilamana siswa dalam proses 
belajarnya memutuskan 
menikah. 
Niat baik yang dihajatkan 
oleh pihak sekolah tidak 
berarti dilakukan dengan 
menyimpang dari aturan 
yang berlaku. Salah satu 
ketentuan larangan kepada 
sekolah dalam melakukan 
pungutan dapat dilihat pada 
media massa membuat 
masyarakat Gunung Sari, 
Kabupaten Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat 
resah. Mereka bertanya-
tanya mengenai kejelasan 
kebijakan penarikan dan 
pemotongan Dana Bantuan 
Siswa Miskin Program 
Pasal 181 huruf d Peraturan 
Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 Tentang Pengelolaan 
Dan Penyelenggaraan 
Pendidikan yang menjelaskan 
bahwa Pendidik dan 
tenaga kependidikan, baik 
perseorangan maupun 
kolektif, dilarang melakukan 
pungutan kepada peserta 
didik baik secara langsung 
maupun tidak langsung 




keluhan tersebut, kepala 
sekolah beserta jajaran 
berkomitmen akan 
melakukan perbaikan 
terhadap kebijakan yang 
tidak memiliki dasar hukum. 
Dalam kesempatan ini 
Ombudsman RI Perwakilan 
NTB memberi apresiasi 
dan penghargaan terhadap 
Sekolah Satu Atap Gunung 
Sari karena sudah mau 
membenahi dan mendengar 
keluhan masyarakat 
sebagai salah satu bentuk 
pertanggung jawaban, 
Sekolah Satu Atap Gunung 
Sari bahkan sudah mulai 
proses pengembalian biaya 
pendidikan yang dulu sempat 
di tarik pada siswa miskin. l
Indonesia Pintar (BSM-PIP).
Untuk meredam amarah 
warga, Satap SD, SMP, 
dan SMA  Gunung Sari 
mengadakan pertemuan 
terbuka dengan semua wali 
murid. Pertemuan itu tidak 
berjalan lancar. Masyarakat 
tetap tidak puas dengan 
penjelasan pihak sekolah. 
Mereka pun mengadu pada 
Ombudsman perwakilan 
Nusa Tenggara Barat (NTB).
 Setelah menerima 
informasi tersebut, 
pemeriksaan lapangan 
pun dilakukan. Kepada tim 
lapangan Ombudsman, 
Musasofyan mengakui 
adanya informasi tentang 
penarikan dana BSM-PIP 
terhadap siswa yang sudah 
menikah. 
“Hal itu dilakukan 
karena ada perjanjian 
yang ditandatangani 
siswa; bahwa barang 
siapa yang menikah ketika 
statusnya masih menjadi 
siswa, maka dana BSM-
PIP yang pernah diterima 
harus dikembalikan,” kata 
Musasofyan. 
Tindakan ini merupakan 
inisiatif pihak sekolah dan 
pemerintah desa. Kebijakan 
yang tidak memiliki dasar 
hukum ini dilakukan untuk 
mengurangi tingginya angka 
pernikahan dini. Kondisi 
sosial tersebut memaksa 
sekolah membuat perjanjian, 
yakni bagi siswa yang 
menikah ketika statusnya 
menjadi siswa, maka semua 
dana BSM-PIP yang telah 
diterima harus dikembalikan.












dari aturan yang 
berlaku.
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asrama haji Bengkulu.  
“Kecewanya luar biasa 
karena sudah tinggal berangkat 
tiba-tiba dibatalkan. Lantaran 
suaminya tidak bisa berangkat 
bahkan istrinya juga memutuskan 
tidak berangkat meski secara 
persyaratan baik administrasi 
maupun kesehatan layak untuk 
terbang ke Mekkah,” ujar Irsan 
Hidayat, Ombudsman Perwakilan 
Bengkulu yang mendampingi 
Subagio. 
Sebagai polisi, Subagio 
terlatih untuk tidak mudah 
menyerah. Ia pun masih 
menyimpan harapan bisa 
S
udah jatuh tertimpa 
tangga pula. 
Begitulah nasib 
Subagio saat divonis 
menderita gagal 
ginjal oleh tim kesehatan panitia 
keberangkatan haji di Padang. 
Saat ini gagal ginjal masuk 
dalam penyakit berbahaya yang 
banyak merenggut nyawa warga 
Indonesia. Pengobatan untuk 
penyakit ini pun tidak mudah 
dan membutuhkan biaya besar. 
Vonis itu juga mengubur 
mimpi Subagio untuk bisa 
menunaikan ibadah haji. 
Padahal, Subagio bersusah 
segera bertamu ke rumah Allah. 
Harapan itu yang menguatkan 
semangat Subagio berangkat 
ke Jakarta dan melapor ke 
Ombudsman Pusat di Jakarta. 
Secara aturan, tim kesehatan 
haji yang notabene di bawah 
Kementerian Kesehatan tidak 
dibenarkan untuk memutuskan 
calon haji bisa berangkat atau 
tidak. Tim kesehatan hanya 
boleh merekomendasikan 
kepada penyelenggara haji, 
dalam hal ini Kementerian  
Agama (Kemenag). 
Setiba di Jakarta, Subagio 
didampingi tim Ombudsman 
payah menabung untuk 
mewujudkan mimpinya. Ketika 
akhirnya tabungannya cukup,  
bersama sang istri, Subagio 
mendaftar sebagai calon peserta 
haji ke Kementerian Agama. 
Mimpi itu sirna dalam 
sekejap mata. Subagio yang 
sudah menanti-nanti waktu 
keberangkatan haji selama 5 
tahun mendadak tidak diizinkan 
pergi ke rumah Allah. Hatinya 
hancur. 
Padahal Subagio tinggal 
selangkah lagi menuju rumah 
Allah. Bahkan, ia dan istrinya 
sudah menjalani karantina di 
Bengkulu bertemu dengan tim 
kesehatan haji Kementerian 
Kesehatan. Dalam pertemuan 
itu, tim kesehatan mengaku 
tidak punya wewenang untuk 
membatalkan seseorang pergi 
haji hanya karena kesehatan, 
sifatnya hanya rekomendasi. 
“Kemudian kami minta 
dibuatkan surat dari tim 
kesehatan pusat yang 
menerangkan tidak berhak 
membatalkan seseorang pergi 
haji, ditujukan kepada tim 
kesehatan yang ada di Bengkulu. 
Saat itu Pak Subagio sudah 








ibadah haji, namun 
terkendala dengan 
vonis gagal ginjal. 
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kesempatan untuk naik haji,” 
kata Irsan.  
Kebahagiaan itu hanya 
sesaat. Surat yang diharapkan 
menjadi jalan keluar ternyata 
tidak terlalu banyak membantu. 
Isinya pun hanya bersifat umum, 
tidak bisa menjamin kepastian 
keberangkatan Subagio. 
Ketidakjelasan ini membuat 
Subagio kembali bergerilya 
memperjuangkan mimpinya. 
Bersama dengan 
Ombudsman Bengkulu, Subagio 
menemui Kantor Wilayah 
(Kanwil) Kementerian Agama 
Provinsi Bengkulu sebagai 
penyelenggara haji di daerah. 
Perdebatan muncul. Secara 
aturan, Subagio dinyatakan 
Haji Kementerian Agama di 
Jakarta.  
“Alhamdulillah surat 
rekomendasi keluar. Dengan 
adanya surat itu, kepala 
penyelenggara haji di Bengkulu 
tidak bisa lagi melarang,” kata 
Irsan. 
Jalan terjal masih 
menghadang. Karena Bengkulu 
adalah Embarkasi Antara, 
dimana jamaah haji berangkat 
harus melalui Kota Padang. 
Subagio tetap perlu izin dari 
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi 
Sumatera Barat. 
“Awalnya, Kepala Kanwil 
Kemenag Provinsi Sumatera 
Barat enggan memberangkatkan 
Subagio. Namun kami memiliki 
tidak mampu secara fisik untuk 
menyelenggarakan ibadah haji. 
Sementara, Subagio merasa 
sehat dan fit menjalani rukun 
surat rekomendasi Dirjen Haji 
Pusat. Dan itu membuat Subagio 
bisa pergi,” lanjut Irsan.  
Belum cukup rasanya ujian 
yang dialami Pak Bagio untuk 
bisa berangkat ke tanah suci. Kali 
ini pihak maskapai yang akan 
membawa jamaah haji Indonesia 
melarang Pak Bagio. Tiada 
cara lain lagi selain langsung 
menghubungi General Manajer 
dan petinggi Garuda Indonesia 
yang di Jakarta. Di sinilah 
peran Ombudsman yang selalu 
mendampingi Subagio hingga 
akhirnya beliau berangkat juga 
ke tanah suci. 
Sampai di negeri arab dan 
menjalankan ibadah haji, Pak 
Bagio selalu berkabar dan tak 
Islam itu.  
“Di sinilah negara harus hadir. 
Bukan malah menghalangi. 
Seharusnya, negara memberikan 
bantuan khusus kepada mereka 
yang ingin beribadah namun 
tidak kuat fisik. Apalagi, ginjal 
bukan penyakit menular. Selama 
Subagio bersedia menanggung 
risiko, mengapa tidak kita 
bantu?” ujar Irsan. 
Ketika pertemuan dengan 
Kanwil Kemenag Bengkulu tidak 
menemui titik terang, Subagio 
kembali berkonsultasi dengan 
Ombudsman Pusat di Jakarta. 
Menurut Ombudsman Pusat, 
Subagio hanya bisa berangkat 
bila memiliki surat rekomendasi 
dari Direktorat Jenderal (Dirjen) 
hentinya bersyukur. Menurut 
cerita beliau pelayanan haji 
terhadap jamaah yang sakit di 
Arab Saudi begitu khusus dan 
sangat diprioritaskan, bukannya 
malah dilarang karena dianggap 
merepotkan. Ini yang menjadi 
perbedaan di Indonesia. 
Perjuangan Subagio 
menjadi catatan bahwa perlu 
dibuat revisi aturan tentang 
haji yang melarang orang sakit 
menunaikan ibadah. Urus an 
ibadah memang hak pribadi 
setiap orang, jadi sejatinya 
jangan ada aturan yang melarang 
orang untuk ibadah. Tapi 
menambah pe layanan khusus, 
untuk kondisi-kondisi tertentu se -
















yang ada di 
sepanjang tahun 
2017, permasalahan soal Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik 
atau KTP-el menjadi salah satu 
yang tertinggi. Ombudsman 
mencatat, laporan soal 
pelayanan KTP-el ini masih 
terjadi di berbagai daerah di 
Indonesia. 
Ombudsman Jawa Tengah 
misalnya. Selama kurun waktu 
Januari hingga Oktober 2017 
mencatat ada 205 laporan dan 
aduan dari masyarakat terkait 
pelayanan publik. Enam laporan 
di antaranya terkait dengan 
persoalan kependudukan. Enam 
laporan soal kependudukan 
tersebut berasal dari Semarang, 
Kendal, Kudus dan Demak. 
“Persoalan kependudukan 
yang dilaporkan tersebut 
berbagai macam. Termasuk 
soal KTP-el,” ungkap Kepala 
Ombudsman Jawa Tengah, 
Sabarudin Hulu. 
Dari laporan-laporan tersebut, 
praktik percaloan KTP-el masih 
mewarnai proses pengurusan. 
 “Padahal aturannya jelas, 
mereka yang terlibat percaloan 
bisa dijerat dengan pidana. Jika 
calo itu merupakan warga sipil 
biasa dapat dikenakan Pasal 368 
Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana tentang Pemerasan,” ujar 
Sabarudin. 
Ombudsman, jelas Sabarudin, 
terus melakukan monitoring dan 
investigasi secara mendalam. 
Investigasi
Ombudsman Republik 
Indonesia, sebagai Lembaga 
Negara Pengawas Pelayanan 
Publik sendiri sebelumnya telah 
melakukan investigasi terhadap 
penyelenggaraan pelayanan 
publik KTP-el secara nasional. 
Investigasi dilakukan atas inisiatif 
sendiri melihat banyaknya 
laporan penyelenggaraan 
pelayanan publik KTP-el. 
Ahmad Suaedy, Anggota 
Ombudsman Republik Indonesia 
(ORI) yang membidangi Agama, 
Pendidikan, Dalam Negeri, 
Desa, Sosial dan Kebudayaan 
mengatakan, selain dari 
banyaknya laporan tentang 
pelayanan KTP-el, investigasi 
juga didasarkan dari fungsi 
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penduduk. 
“Seseorang menjadi stateless 
atau tanpa kewarnegaraan 
tanpa memiliki Kartu Identitas 
Penduduk,” ujar Ahmad 
Subaedy. 
Hal tersebut, ujar Ahmad, 
seperti tertera dalam Pasal 
10 ayat 1 poin b, c Peraturan 
Presiden Nomor 112 Tahun 
2013 Tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan 
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
Tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis NIK secara 
Nasional. 
KTP-el adalah bukti diri 
penduduk untuk pengurusan 
kepentingan administrasi 
pemerintahan dan bukti diri 
penduduk untuk pengurusan 
kepentingan pelayanan publik. 
“Akan tetapi masyarakat 
masih banyak yang belum 
mendapatkan KTP-el 
sebagaimana yang diharapkan 
dan yang direncanakan oleh 
Kemendagri,” ujar Ahmad. 
Ahmad merinci, hingga 
Awal Mei 2016, Kemendagri 
menyebutkan bahwa cakupan 
perekaman KTP-el baru 
mencapai 86 persen. Untuk 
mendorong percepatan 
perekaman data kependudukan 
dalam rangka mewujudkan 
identitas tunggal nasional 
(NIK) sesuai dengan amanat 
undang-undang, maka pada 
tanggal 12 Mei 2016, Mendagri 
menerbitkan Surat Edaran 
Nomor No 471/1781/SJ (SE) 
perihal Percepatan Penertiban 
KTP-el dan Akta Kelahiran.
“Menindaklanjuti SE tersebut, 
Mendagri dan jajaran membuat 
pernyataan terkait isi SE yang 
menyatakan bahwa penduduk 
wajib melakukan perekaman 
paling lambat dilakukan pada 30 
September 2016,” ujar Ahmad. 
Tujuannya adalah untuk 
mempercepat jumlah penduduk 
yang belum melakukan 
perekaman untuk KTP-el. Dalam 
pernyataannya, Kemendagri 
menggarisbawahi apabila 
tidak melakukan perekaman 
sebelum tanggal dimaksud, 
maka siapa pun terancam tidak 
dapat mengurus/memperoleh 
pelayanan publik dasar lainnya. 
Karena data kependudukannya 
akan dinonaktifkan. 
“Hal ini kemudian 
dan pencetakan KTP-el di 34 
provinsi. 
“Hasilnya, ditemukannya 
banyak penyimpangan yang 
terjadi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik KTP-el di 34 
provinsi,” kata Ahmad. 
Temuan yang pertama, 
ujar Ahmad, adalah Petunjuk 
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 
yang tidak efektif. Di mana Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan/
Kelurahan melakukan pemberian 
pelayanan KTP-el sesuai atau 
berdasarkan pada kapasitas dan 
kebiasan masing-masing. Tidak 
menimbulkan ‘histeria’ jumlah 
penduduk yang mendaftar untuk 
perekaman maupun pencetakan 
KTP-el di unit-unit layanan 
terkait,” ujarnya. 
Namun, menanggapi lonjakan 
pendaftaran, Kemendagri 
dikatakan Ahmad tidak cukup 
antisipatif. Sehingga keinginan 
sekitar 22 juta (14 persen) 
penduduk yang ingin melakukan 
pendaftaran, perekaman dan 
pencetakan KTP-el tidak mampu 
dilayani dengan baik. 
Lonjakan tersebut terutama 
terjadi mulai awal hingga akhir 
September 2016 atau menjelang 
“deadline” yang ditetapkan 
Kemendagri sendiri. 
Hasil Investigasi 
Di tengah histeria itulah 
kemudian muncul berbagai 
laporan atau aduan layanan 
kependudukan dari masyarakat. 
Ombudsman kemudian 
melakukan investigasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik KTP-el di 34 provinsi. 
Investigasi dilakukan dengan 
melakukan kunjungan, observasi, 
wawancara, dan mistery 
shoping di layanan perekaman 
ada standar yang baku di antara 
masing-masing pelayanan. 
Di antaranya adalah masih 




“Selain itu juga penerapan 
sistem antrean yang berbeda-
beda. Kuota waktu dan kuota 
pemohon berbeda,” ujar 
Ahmad. 
Selain itu juga ada temuan 
terdapatnya prioritas pencetakan 
KTP-el kepada pihak tertentu 
dengan pemberian imbalan. 
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yang hanya bisa dilakukan 
di Disdukcapil Jakarta dan 
Bandung. 
Selanjutnya, temuan 
kedua, adalah perencanaan 
yang meleset. Yakni ketika 
Kemendagri RI melakukan self-
blocking anggaran pengadaan 
blangko, dengan tanpa 
memperhitungkan pelonjakan 
data perekaman dan permintaan 
blangko pasca SE Kemendagri 
No 471/1781/SJ. 
Dirjen Anggaran Kemenkeu 
RI pun belum/lambat mencabut 
self-blocking anggaran 
pengadaan blangko. 
“KTP-el sebagai program 
prioritas nasional kurang 
mendapatkan dukungan. Seolah-
olah hanya program kerja biasa 
Kemendagri,” kata Ahmad. 
Selanjutnya, temuan ketiga 
adalah pada infrastruktur 
dan sistem kerja yang lemah. 
Di antaranya terlihat dari 
ketersediaan sumber daya 
manusia yang kurang, sarana 
dan prasarana tidak mencukupi 
dan kualitasnya sudah usang. 
Sosialisasi dan informasi 
kepada pemohon, pelaksana 
pemberian pelayanan KTP-el 
pun tidak sistematis. 
“Hingga administrasi 
anggaran yang tidak jelas (antara 
kewenangan pusat dan daerah), 
kisruh NIK (ganda dan tidak 
aktif) serta sistem monitoring 
ketersediaan blangko yang tidak 
ada,” kata dia. 
Temuan selanjutnya, atau 
yang keempat adalah praktik 
pungutan liar dan percaloan. 
Dari hasil pemantauan di 
34 provinsi dan investigasi atas 
inisiatif sendiri (own motion 
investigation), Ombudsman RI 
cermat dalam hal alokasi 
waktu dan kebutuhan 
pembiayaan perekaman dan 
pencetakan KTP-el, agar tidak 
terjadi keterlambatan dan 
hambatan dalam pelayanan 
dan pengadaan dengan 
melakukan identifikasi dan 
proyeksi berbasis data guna 
mendorong percepatan integrasi 
data kependudukan melalui 
penyelenggaraan sistem 
Identitas Tunggal Nasional (SIN).
Melakukan kerjasama 
dengan kementerian/lembaga 
pemerintah lain, Polri, TNI, 
yang terkait sebagai upaya 
membangun Dukungan Prioritas 
Nasional untuk program KTP-
el maupun para pihak yang 
berpotensi menjadikan data 
KTP-el sebagai basis data untuk 
akses pelayanannya, baik dalam 
rangka sosialisasi maupun 
memberikan kemudahan layanan 
kepada publik.
Berkoordinasi dengan DPR 
RI, Kementerian Keuangan, serta 
Pemerintah Daerah pada semua 
tingkatan untuk memastikan 
dukungan ketersedian anggaran 
bagi penyelenggaraan layanan, 
pengiriman maupun pengadaan 
sarana-prasana yang diperlukan.
Memanfaatkan sisa waktu 
pada tahun 2016 untuk memberi 
prioritas layanan perekaman, 
pencetakan, dan validasi data 
kependudukan untuk daerah-
daerah yang ikut menyeleng-
garakan Pilkada Serentak pada 
bulan Februari 2017 demi 
mencegah adanya data pemilih 
tidak sah serta menjamin hak 
suara pemilih di daerah tersebut.
Ketiga, Terkait Sarana dan 
Prasarana Infrastruktur; 
menemukan berbagai bentuk 




pelaksanaan pelayanan KTP-el 
yang dimulai dari infrastruktur, 
peraturan turunan teknis, 
koordinasi dan antar kerjasama 
lembaga/instansi, serta 
perencanaan yang tidak akurat 
memunculkan banyak celah 
terjadinya maladministrasi. 
“Celah-celah tersebut 
dimanfaatkan para oknum 
untuk mengambil keuntungan 
pribadi berbentuk pungutan-
pungutan tidak resmi (pungli), 
meski di dalam Undang-Undang 
Nomor 24 tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 
Administrasi Kependudukan 
Pasal 79A bahwa pengurusan 
dan penerbitan Dokumen 
Kependudukan tidak dipungut 
biaya,” ujar Ahmad. 
Opsi Kebijakan
Berdasarkan hasil ivestigasi 
tersebut, Ombudsman 
menerbitkan rekomendasi yang 
ditujukan kepada Menteri Dalam 
Negeri untuk memperbaiki 
pelayanan perekaman dan 
pencetakan KTP-el.
Pertama, terkait tidak 
efektifnya Juklak, Juknis dan 
SOP; 
Perlu diterbitkan Petunjuk 
Pelaksanaan dan petunjuk teknis 
serta SOP baru untuk pelayanan 
perekaman dan pencetakan KTP-
el merujuk kepada kebijakan 
Kemendagri dalam mendorong 
percepatan penerbitan KTP-el 
serta berbagai permasalahan 
yang muncul pada periode 
lonjakan data perekaman dan 
permintaan pencetakan KTP-el 
hingga saat ini.
Juklak dan Juknis serta SOP 
yang baru minimal mengatur 
secara lengkap, jelas dan tegas 
mengenai:
Prosedur, Persyaratan, Waktu, 
Biaya, dsb. sebagaimana diatur 
dalam UU 25/2009 tentang 
Pelayanan Publik;
Sistem layanan antrian;
Layanan informasi terintegrasi 





kebijakan afirmasi dan 
tanpa diskriminasi bagi 
kelompok- kelompok 
berkebutuhan khusus, seperti: 
kelompok difabel, kelompok 
minoritas agama/penghayat 
kepercayaan, tuna wisma, ibu 
hamil, dan lansia.
Mengefektifkan unit kerja dan 
mekanisme pengaduan ada 
pada setiap kantor pelayanan 
untuk merespon keluhan/
pengaduan masyarakat dan 
memantau permasalahan 
yang timbul dalam 
penyelenggaraan layanan 
perekaman dan pencetakan 
KTP-el. 
Kedua, terkait perencanaan 
program dan terdapat 




integral dalam alur pelayanan 
yang dapat mewadahi 
antusiasme publik dan 
memberikan kenyaman bagi 
masyarakat pengguna layanan;
Menjamin ketersediaan daya 
dan aliran listrik yang cukup 
untuk operasionalisasi alat 
perekaman dan pencetakan KTP-
el melalui koordinasi dengan 
PLN ataupun mendorong daerah 
untuk pengadaan genset;
Menjamin ketersediaan 
sambungan jaringan internet 
yang stabil dan memadai 
melalui komunikasi dan 
koordinasi dengan antara lain 
Kementerian Kominfo dan 
lembaga/instansi lainnya; 
Keempat, Terkait Pungutan 
Liar dan Percaloan 
Membuat loket khusus 
pelayanan KTP-el yang disertai 
Peremajaan alat perekaman 
dan pencetakan KTP-el di 
daerah sehingga dapat kembali 
difungsikan untuk membantu 
mendorong percepatan layanan 
publik KTP-el;
Memastikan pengadaan 
blangko KTP-el berjalan 
sesuai jadwal dan kualitasnya 
terjamin (tidak mudah rusak, 
baik sebelum maupun sesudah 
pengisian data rekaman identitas 
penduduk);
Melakukan pendataan dan 
proyeksi, membuat prioritas, 
dan menghindari penundaan 
pemenuhan kebutuhan blangko 
KTP-el di daerah sehingga 
masyarakat yang sudah 
melakukan perekaman dapat 
segera memperoleh haknya 
secara adil;
Memberlakukan sistem 
layanan antrian sebagai bagian 
3332 OMBUDSMAN repUBlik iNDONeSiA | OktOBer 2017 OMBUDSMAN repUBlik iNDONeSiA | OktOBer 2017
TajukTajuk
fasilitas dan SDM yang layak 
untuk memudahkan pengawasan 
petugas dan pendataan.
Menggalakkan penindakan 
dan pemberian sanksi tegas 
sesuai peraturan perundang-
undangan terhadap para 
oknum yang berupaya mencari 
dan memanfaatkan celah 
sehingga dapat merugikan 
pengguna layanan maupun 
menguntungkan diri dan 
kelompoknya.
Bekerjasama secara aktif 
dengan Tim Sapu Bersih Pungli 
yang telah dibentuk oleh 
presiden
Rekomendasi
Ketua Ombudsman Republik 
Indonesia, Prof. Amzulian Rifai, 
S.H., LLM., PH.D mengatakan, 
dari hasil investigasi 
secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa banyak 
terjadi Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik KTP-el. 
Tidak efektifnya Petunjuk 
Pelaksanaan (Juklak) dan 
Petunjuk Teknis (Juknis) dan 
perencanaan yang tidak 
matang menimbulkan banyak 
terjadi maladministrasi dalam 
Amzulian, merekomendasikan 
delapan hal kepada Kemendagri. 
Pertama, Kementerian Dalam 
Negeri meningkatkan pelayanan 
KTP-el kepada masyarakat 
dengan membuat Juklak dan 
Juknis yang jelas. Kemudian 
mensosialisasikan kepada 
masyarakat untuk merekam di 
Kecamatan terdekat jika ada alat 
perekaman di kecamatan yang 
rusak. 
“Ketiga adalah melakukan 
koordinasi khususnya dengan 
PLN untuk kelancaran pasokan 
listrik atau terkait masalah ini 
dilakukan dengan cara-cara 
khusus. Seperti pengadaan 
genset atau penggunaan sumber 
daya listrik lainnya,” kata dia. 
Kemudian memberikan 
perhatian khusus dan 
memberikan sarana prasarana 
khusus kepada masyarakat 
difabel, penganut agama 
minoritas/kepercayaan, sistem 





mulai dari ketidakpastian waktu, 
panjangnya antrean, hingga 
pungli (pungutan liar) dan 
percaloan yang menimbulkan 
kerugian rakyat banyak,” ujar 
Amzulian. 
Selain itu juga banyaknya 
sarana prasarana dan peralatan 
yang aus dan rusak, listrik yang 
hidup mati hingga sinyal internet 
yang tidak merata menambah 
kesemrawutan dalam pelayanan 
KTP-el. 
Ombudsman pun, lanjut 
Kelima adalah 
memprioritaskan pendaftaran 
dan perekaman KTP-el 
untuk 101 daerah yang 
akan melakukan pemilukada 
serentak demi menghindari 
adanya pemilih fiktif.Pemilih 
ganda. Keenam, sudah harus 
diefektifkan Integrasi NIK KTP-el 
dengan sistem pelayanan publik 
lainnya, seperti; perbankan, 
pendidikan, pajak, SIM, paspor 
dan sebagainya. 
Ketujuh, Ombudsman RI juga 
akan menyampaikan temuan-
temuan dari hasil monitoring 
pelayanan publik KTP-el ke 
Kemendagri dalam rangka 
pencegahan maladministrasi dan 
korupsi. 
“Serta yang terakhir 
merekomendasikan kepada 
Kementerian Keuangan untuk 
memberikan dukungan anggaran 
yang cukup untuk terlaksananya 
target pemberian KTP-el kepada 
seluruh penduduk Indonesia,” 
ujarnya.l




O mbudsman Republik Indonesia lembaga resmi pemerintah yang berwenang dalam pengawasan 
penyelenggara pelayanan publik di 
Seluruh Indonesia. Tentu, dalam kerja-
kerja kelembagaan Ombudsman tidak 
bisa bekerja sendirian. Peran serta 
dukungan dari masyarakat mutlak 
dibutuhkan oleh Ombudsman demi 
memaksimalkan kerja dan program-
program Ombudsman. 
Adalah pers yang merupakan lidah 
penyambung antara Ombudsman 
Republik Indonesia dengan masyara-
kat luas. Peranan pers dalam hal ini 
sangatlah besar. Untuk itu Ombuds-
man Republik Indonesia sengaja 
menyulap teras kantor pusat Ombuds-
man menjadi Ruang Media. Ruang 
Media yang nyaman tanpa sekat, 
ruang di mana Ombudsman berbagi 
informasi serta ruang untuk menjelas-
kan sepak terjang Ombudsman dalam 
melakukan pengawasan penyeleng-
gara pelayanan publik. 
Dengan terciptanya ruang 
media yang nyaman itu rekan-
rekan wartawan diharapkan dapat 
melakukan peliputan yang berimbang 
dan independent dan tentu saja 
dapat mengakses informasi yang 
dibutuhkan oleh wartawan. Sehingga 
masyarakat mendapat informasi yang 
utuh yang kemudian turut berperan 
dalam melakukan pengawasan 
penyelenggara pelayanan publik 
bersama-sama dengan Ombudsman. 
Semoga. l
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For Trainer ini juga bertujuan 
menciptakan agen-agen 
pengawasan pelayanan 
publik yang terlatih serta 
mampu mendeteksi potensi 
maladministrasi yang terjadi. 
Melalui kegiatan ini, 
Ombudsman berharap akan lahir 
para pejuang-pejuang perbaikan 
pelayanan publik yang mampu 
membantu masyarakat saat 
menjadi korban maladministrasi 
agar tak lagi merasakan 
perlakuan diskriminasi, lepas 
dari jerat pungli, dan yang pasti 
(TOT) dengan tema “Dangsanak 
Ombudsman”. Dangsanak 
dalam bahasa setempat berarti 
‘sahabat’.
Selain untuk membentuk 
wadah pengawas pelayanan 
publik dari seluruh unsur 
masyarakat, kegiatan Training 
sendiri.
Meski ada keterbatasan 
dalam perjuangan, mereka tetap 
konsisten dan berkomitmen 
dalam melayani kepentingan 
publik, sebab bagi mereka 
pekerjaan di bidang pelayanan 
publik adalah pekerjaan yang 
terhormat dan mulia.
Oleh karena itu, apabila 
ada perilaku yang mence-derai 
pelayanan publik, seperti pungli, 
diskriminasi, penyimpangan 
prosedur, perlakuan tidak patut, 
penundaan berlarut, atau per-
buatan maladministrasi lainnya, 
para pahlawan itu berjuang untuk 
meluruskannya tanpa meman-
dang suku, ras, agama, dan antar-
golongan (SARA) si pelapor. l 
D
alam rangka me -




ber, Ombudsman RI Perwakilan 
Kalimantan Selatan menyelengg-
arakan acara Training For Trainer 
terlayani dengan baik.
Peserta yang hadir di acara ini 
berasal dari beragam profesi dan 
komunitas, antara lain dari PGRI, 
notaris, advokat, pengusaha, 
LSM, kelompok disabilitas, 
dosen, pejabat pemerintah 
daerah, tokoh masyarakat, tokoh 
agama, tokoh adat, pemerhati 
sosial, dan tokoh perempuan.
Mereka itu adalah pahlawan 
sesungguhnya di era modern 
ini, yang secara sadar dan ikhlas 
turut membantu perubahan ke 
arah yang lebih baik bagi diri 
sendiri, lingkungan, maupunneg-
ara. Pahlawan-pahlawan sema-
cam ini selalu mengutamakan 
kepentingan bersama dengan 
meninggalkan kepentingan diri 
Pahlawan-Pahlawan 
Pelayanan Publik
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berbagai kalangan dan usia. 
Bahkan, Camat Limboro 
Masri Usman dan 4 orang 
kepala desa dari desa lainnya 
turut berpartisipasi dalam 
kegiatan tersebut. 
“Kegiatan ini merupakan 
terobosan inovatif. Sosialisasi 
yang dibungkus dengan 
kesenian tradisional 
pakkacaping membuka 
cakrawala masyarakat untuk 
memahami pelayanan publik 
dan maladministrasi,” ucap 
Masri Usman. 
Lebih lanjut, Masri 
mengapresiasi kegiatan 
Ombudsman RI Sulbar untuk 
memberikan pemahaman 
kepada masyarakat. 




tradisional daerah mandar, 
sosialisasi digelar selama tiga 
hari di Kabupaten Polewali 
Mandar dan Kabupaten 
Majene, (15/11). 
“Kami percaya budaya 
lokal bakal mengikis tindakan 
diskriminasi pelayanan dan 
budaya korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. Jika budaya lokal 
juga dihidupkan maka akan 
menumbuhkan perilaku anti 
maladministrasi,” kata Kepala 
Perwakilan Ombudsman RI 
Sulbar Lukman Umar. 
Acara yang diawali di Desa 
Napo itu berhasil menyedot 







administrasi salah satunya 
dengan pendekatan budaya 
lokal. Cara ini digunakan 
oleh Ombudsman Sulawesi 
Barat (Sulbar). Dengan 












Kondisi yang sama 
juga terlihat di Desa 
Sabang Subik, Desa Alu, 
Desa Mombi. Puncaknya, 
sosialisasi yang dipusatkan 
di Gedung Assamalebuang, 
Kabupaten Majene mampu 
menghadirkan sekitar 500 
warga Majene. 
Acara semakin meriah 
dengan berbagai 
penampilan kesenian 
budaya lokal, seperti 
kesenian Tari Khas Mandar, 
Musik Tradisi Mandar, Puisi, 
Orasi Budaya, Literasi 
dan Lapak Buku. Dihadiri 
langsung Wakil Bupati 
Majene, Wakil Ketua DPRD 
Majene, Kepala Rutan, 
Kepala BPN dan Sejumlah 









Basir Maras, Abdul 
Muis Mandra, dan 
Maestro Kacaping 
A’ba Fatimah mampu 
mendulang perhatian warga  
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LeLy Pelitasari Soebekty, Wakil Ketua Ombudsman 
RI, mengatakan, Ombudsman terus mengejar peny-
elesaian sekitar 3.000 atau sekitar 35 persen aduan 
yang masuk pada tahun 2016 dari total 10.000 lebih 
aduan yang masuk. 
“Dari seluruh laporan pada 2016, untuk peny-
elesaiannya tahun lalu sudah 65 persen. Jadi, kita 
punya utang menyelesaikan sekitar 3.000 kasus 
lagi,” ujar Lely.
Mayoritas laporan yang masuk menyangkut 
kewenangan pemerintah daerah, pertanahan, 
kepolisian, dan terkait lembaga peradilan. 
Sementara itu, untuk aduan terkait maladminis-
trasi pada Januari-September 2017 telah mencapai 
lebih dari 10.000. Ninik Rahayu, anggota Ombuds-
man RI, mengatakan bahwa jumlah tersebut akan 
terus bertambah hingga akhir 2017. 
Dari jumlah tersebut, Ninik menyampaikan telah 
ditindaklanjuti hampir 67 persen hingga Oktober 
2017.
“Target penyelesaian aduan tahun 201, menca-
pai 90 persen,” ujar Ninik.
Menurut Ninik, ada beberapa kendala yang diha-
dapi Ombudsman dalam menyelesaikan laporan 
aduan, di antaranya pelapor yang sulit dihubungi 
dan respons aparatur terkait yang lamban.l
Benhur Tomi Mano, Wali Kota Jayapura, menga-
presiasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Papua yang menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi 
dengan fokus sosialisasi undang-undang nomor 7 
tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
dan undang-undang nomor 25 tahun 2009. Mano men-
gatakan kegiatan itu dapat memberikan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan 
Ombudsman serta peran pemda.
“Dan yang terpenting mampu meningkatkan 
kualitas pelayanan di Kota Jayapura,” kata Benhur Tomi 
Mano usai membuka kegiatan pelatihan pengawasan 
pelayanan publik pada 11 Oktober 2017.
Mano berharap kedua undang-undang tersebut dapat 
membawa suasana perubahan yang menyeluruh dalam 
lembaga negara, khususnya pada organisasi perangkat 
daerah. “Ada pun capaian yang kami lakukan adalah 
membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan 
Jasa, yang ditiru dari Kabupaten Sragen, dan hasilnya 
sekarang Kota Jayapura lebih baik,” kata Mano.
Sabar Oliv Iwanggin, Kepala Perwakilan Ombuds-
man Republik Indonesia Perwakilan Papua, men-
gatakan, pelayanan publik sangat luas kepentingannya 
bagi masyarakat. “Kami lakukan kegiatan ini karena 
Kota Jayapura dapat menjadi tuan rumah dan model 
bagi seluruh Papua,” kata Sabar. l
Berkaca dari penel-
antaran jemaah umrah 
oleh biro perjalanan First 
Travel, Ombudsman RI 
mengungkapkan berb-
agai permasalahan yang 
kerap terjadi dalam 
tata kelola penyeleng-
garaan. Ahmad Suady, 
Komisioner Ombuds-
man, mengatakan, ini 
adalah salah satu bentuk 
pengabaian pelayanan 
dalam penyelenggaraan 
umrah dan merupakan 
data jumlah PPlU (Peny-
elenggara Perizinan 
Ibadah Umrah) yang 
terdapat di Kement-
erian Agama serta Dinas 
Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) DKI Jakarta. 
Dari 387 unit PPIU yang 
berdomisili di Jakarta, 
hanya 83 PPIU yang ses-






tama terjadi akibat 





batnya, jemaah umrah 
yang sudah maupun 
akan berangkat umrah 
tidak terdata dengan 
baik oleh Kemenag.
Masalah kedua kare-
na adanya perbedaan 
rutmen jemaah umrah 
yang berpotensi men-
imbulkan permasalahan 
karena banyak jemaah 
direkrut oleh pemuka 
agama atau tokoh 
masyarakat yang bekerja 
sama dengan PPIU. 
Menurut Suady, ber-
bagai masalah tersebut 
harus segera ditangani 
oleh Kemenag. Jika 
tidak lekas diantisipasi, 
kasus seperti First Travel 
bisa terulang kembali. l
Ombudsman Janji Selesaikan 
Seluruh Aduan yang Masuk
Wali Kota Jayapura 
Mengapresiasi Keberadaan Ombudsman
Ombudsman Ungkap Semrawutnya Penyelenggaraan Umrah
OmBudsman RI Perwakilan 
Lampung menemukan adanya 
potensi pungutan liar parkir di 
Jalan Pangkal Pinang, Bandar 
Lampung. Hal itu diperoleh 
setelah Tim Ombudsman melaku-
kan serangkaian pemeriksaan.
Nur Rakhman Yusuf, Kepala 
Ombudsman RI Perwakilan 
Lampung, mengatakan, pemer-
iksaan dilakukan atas dasar 
laporan masyarakat yang merasa 
dirugikan atas pelayanan parkir 
di Jalan Pangkal Pinang, di mana 
mereka dimintai biaya parkir di 
pintu masuk dan juga di dalam.
“Sejauh ini kami melihat 
pelayanan parkir di Jalan Pangkal 
Pinang belum memenuhi standar 
pelayanan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik 
sehingga sangat berpotensi 
terjadinya praktik pungutan liar,” 
ujar Rakhman.
Pada saat melakukan 
pemeriksaan, Tim Ombudsman 
memperoleh beberapa temuan, 
seperti tidak jelasnya jumlah dan 
identitas petugas parkir resmi, 
tidak adanya informasi mengenai 
sistem, mekanisme, dan prose-
dur pembayaran retribusi parkir, 
serta di lokasi parkir tidak ada 
sarana pengaduan bagi masyara-
kat yang merasa dirugikan atas 
pelayanan parkir. l
Ombudsman Telusuri 
Potensi Pungli Parkir di Lampung
l








maladministrasi yang dilakukan 
Kementerian/Lembaga/Pemda, 
serta BUMN/D terhadap 
dirinya, bisa melapor ke 




Meliala melalui tulisannya “Kiat 
Ombudsman” menjabarkan 
kiat-kiat yaitu berupa mediasi, 
konsiliasi, adjudikasi khusus, dan 
pembuatan rekomendasi.
Mediasi
Banyak yang menganggap 
mediasi merupakan “tongkat 
ajaib” yang bisa menyelesaikan 
semua masalah. Mediasi 
merupakan segala kegiatan 
guna menemukan titik tengah 
antara dua belah pihak dengan 
bantuan pihak yang berada di 
tengah-tengah.
Terdapat beberapa hal 
yang penting yang bisa di 
ungkapkan, Pertama, mediasi 
dapat berbentuk kegiatan 
yang terdiri dari beberapa kali 
pertemuan. Kedua, mediasi 
bukanlah sekadar klarifikasi 
atas posisi kedua belah pihak, 
Dengan itu, maka laporan dapat 
ditutup. Situasi selesai ini bisa 
begitu beragam formatnya, dan 
berpulang pada kasus demi 
kasus. 
Ajudikasi Khusus
Jenis Kiat Ombudsman yang 
satu ini berangkat dari peran 
Ombudsman RI selaku penegak 
hukum bidang administrasi 
negara. Dalam kapasitas itu, 
maka Ombudsman RI memiliki 
kewenangan lengkap mulai 
dari fase penyelidikan (yang 
dianalogikan dengan fase 
verifikasi laporan-laporan yang 
masuk ke Ombudsman RI), fase 
penyidikan (yang dianalogikan 
dengan 15 fase klarifikasi/
investigasi laporan), fase 
penuntutan serta fase peradilan 
(yang dianalogikan dengan 
Kedua, membuat suatu 
mekanisme penyelesaian 
dimana pada akhirnya kedua 
ras dapat hidup bersama dalam 
suatu negara.
Mekanisme penyelesaian 
itu, yang kemudian disebut 
sebagai mekanisme rekonsiliasi, 
mengharuskan para pelaku 
kejahatan kemanusian meminta 
maaf dan memberikan 
kompensasi kepada pihak yang 
menjadi korban. Sebaliknya, 
pihak yang menjadi korban akan 
memberi maaf. 
Kedua belah pihak kemudian 
bersepakat untuk saling 
memaafkan dan saling tidak 
melupakan (to forgive but not 
forget). Khususnya perihal saling 
tidak melupakan bertujuan agar 
kejahatan kemanusiaan yang 
pernah terjadi tidak terulang 
kembali.
Belajar dari pengalaman 
Afrika Selatan, maka saat 
menjalankan konsiliasi, 
Ombudsman RI juga 
menitikberatkan pada 
tercapainya situasi “selesai”. 
menentukan ganti rugi 
yang seyogyanya diterima 
pelapor dari terlapor. Setelah 
ditentukan, maka Ombudsman 
RI selaku tribunal kemudian 
memutuskannya dalam suatu 




RI tidak dapat dilihat sebagai 
sekadar saran ataupun nasihat 
pada umumnya, mengingat 
selalu harus diletakkan dalam 
kerangka Ombudsman RI 
sebagai penegak hukum 
administrasi negara. Dalam 
konteks itu, rekomendasi 
menjadi bersifat mengikat dan 
final.
Menunjuk Pasal 38-39 UU 
Ombudsman RI Nomor 37 
Tahun 2008, rekomendasi 
Ombudsman RI bersifat wajib 
untuk dilaksanakan, dan 
bahkan terdapat  sanksi jika 
tidak dilaksanakan. Sanksi 
tersebut juga berada di ranah 
administratif, yakni permintaan 
kepada atasan sang pejabat 
publik untuk mencopotnya dari 
jabatan. Konteks “mengikat” 
dalam hal ini di perluakan 
mengingat Ombudsman RI 
tidak memiliki kewenangan 
eksekutorial. l
melainkan upaya bersama 
guna mencari titik tengah. 
Ketiga, mediator (dalam hal 
ini Ombudsman RI) bertindak 
sebagai penengah. Sebagai 
mediator, maka seyogyanya 
harus sekeras-kerasnya 
berada di titik tengah, yang 
diperlihatkan melalui sikap 
netral dan obyektif. 
Keempat, mediasi dapat 
berakhir tanpa kesepakatan. 
Apabila berakhir dengan 
kesepakatan, maka dapat 
dilanjutkan dengan proses 
konsiliasi atau penyelesaian 
hubungan antara pelapor dan 




sebaiknya dijelaskan melalui 
contoh rekonsiliasi yang 
terjadi di Afrika Selatan. 
Saat Rezim Apartheid yang 
terkenal kejam di Afrika 
Selatan jatuh, dan Nelson 
Mandela sebagai pemimpin 
oposisi ganti memerintah, 
kepadanya dihadapkan pada 
beberapa pilihan kebijakan 
sebagai berikut: Pertama, 
mengusir orang kulit putih dari 
Afrika Selatan dan melakukan 
penegakan hukum terhadap 
pelaku kejahatan kemanusiaan. 
fase pencarian solusi melalui 
ajudikasi khusus).
Sebagai penegak hukum 
dan sebagai pengadil bidang 
administrasi negara, maka 
Ombudsman RI dalam 
hal ini berperan sebagai 
pengadilan khusus (tribunal) 
yang menangani kasus 
dimana, sebagai bagian dari 
penyelesaian, pelapor menuntut 
ganti rugi atas tidak diterimanya 
pelayanan publik atau 
diterimanya pelayanan publik 
yang buruk dari si pejabat 
publik atau lembaganya.
Dalam hal ini, melalui 
kegiatan peradilan khusus ini, 
Ombudsman RI melakukan 
dua hal sekaligus: Pertama, 
menentukan kebersalahan 
terlapor dan, kedua, 
KiaT OmbudSman, 
Memudahkan Pelaporan Maladministrasi

